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ABSTRAK 

Ainul Azizah, Tradisi Barundiang dalam Upacara Adat Pernikahan di Jorong 

Sawah Parik Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Ditinjau 

Menurut Hukum Islam. 

 

 Tradisi Barundiang merupakan sebuah tradisi yang menggunakan sastra 

adat merupakan bentuk saling menyembah atau saling menghargai. Masalah 

penelitian adalah  bagaimana prosesi Tradisi Barundiang dalam upacara adat 

pernikahan Jorong Sawah Parik. Bagaimana sanksi adat jika Tradisi Barundiang 

tidak dijalankan dalam upacara adat pernikahan Jorong Sawah Parik ditinjau 

menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosesi Tradisi 

Barundiang dalam upacara adat pernikahan dan juga untuk mengetahui apa sanksi 

adat yang diberikan apabila Tradisi Barundiang ini tidak dijalankan dalam 

upacara adat pernikahan ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari 

data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah masyarakat adat Jorong 

Sawah Parik, dengan objek penelitiannya adalah Tradisi Barundiang dalam 

upacara adat pernikahan ditinjau menurut hukum Islam. Penentuan informan 

adalah dengan pourposive sampling. Hasil penelitian  adalah Tradisi Barundiang 

termasuk kedalam adat istiadat. Tradisi Barundiang dilakukan oleh anggota 

keluarga yang laki-laki kedua belah pihak, pelaksanaan tradisi barundiang Si Alek 

membawa carano yang berisi sirih, pinang dan segala perlengkapannya, pakaian 

yang digunakan adalah baju yang ditentukan oleh adat. Apabila tidak 

dilaksanakan maka dijatuhkan sanksi kepada pihak tersebut, sanksi yang 

dijatuhkan berupa tidak mendapatkan gelar adat atau dikucilkan masyarakat, dan 

membayar denda kepada ninik mamak. Menurut tinjauan hukum Islam tradisi ini 

termasuk kedalam „Urf sahih atau urf yang dibenarkan. 

 

Kata kunci :tradisi barundiang, upacara adat pernikahan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang merupakan kebutuhan 

jasmani dan rohani  dalam kehidupan manusia, Allah SWT menjadikan 

manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, sehingga untuk 

menyatukannya Allah SWT mensunahkan untuk menikah agar dapat 

memperoleh keturunan yang baik, dan bukan dari hasil perbuatan yang di 

haramkan Allah SWT. Keturunan yang baik akan dapat menimbulkan 

keluarga yang baik pula, sehingga akan menjadi kerabat dan masyarakat yang 

baik. Kata pernikahan berasal dari kata nikah (kawin) yang berarti akad 

(perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual sebagai suami istri 

antara seorang pria dengan seorang wanita.
1
 Selain itu pernikahan juga dapat 

dikatakan adalah satu peralihan yang terpenting dari semua manusia di dunia 

adalah peralihan dari tingkat remaja ke tingkat berkeluarga.
2
 Demi dapat 

mengikat antara laki-laki dan perempuan tersebut dalam suatu ikatan yang 

sah, maka dilakukan pernikahan, seperti yang dimuat dalam Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Undang-undang tersebut terdiri dari 14 

Bab yang terbagi dalam 67 Pasal.
3
 

                                                             

1
 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hal. 1. 

2
 Koentjaraninggrat, Sejarah Teori Antropologi Jilid II, (Jakarta : UI Press, 1990), hal. 93. 

3
 H. Arso Sosroadmojo dan H.A Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakata 

: Bulan Bintang, 1975), hal. 34. 
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    Pernikahan merupakan sebuah ikatan antara seorang perempuan 

dan seorang lelaki. Pasangan tersebut baru dianggap sah hubungan 

pernikahannya, jika sudah sesuai menurut ketentuan agama dan adat istiadat 

yang berlaku pada masyarakat bersangkutan. Terlepas dari ikatan antara 

seorang perempuan dan lelaki tersebut, pernikahan yang sebenarnya bukan 

hanya hubungan antara dua orang yang ingin membangun rumah tangga saja, 

akan tetapi pernikahan membentuk atau mengelola hubungan antara karib 

kerabat, kaum, dan antar suku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perkawinan yang dilakukan tidak hanya mengikat antara seorang laki-laki dan 

perempuan yang menikah saja, tetapi juga melibatkan hubungan antara 

kerabat-kerabat mereka yang menikah tersebut.
4
 

Sumatera Barat atau akrab disebut sebagai daerah Minangkabau 

adalah daerah yang memiliki adat istiadat yang diwariskan secara turun 

temurun dari generasi ke generasi. Minangkabau lebih kepada kultur etnis 

dari suatu rumpun melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki 

serta menganut sistem adat yang khas, yang dicirikan dengan sistem 

kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal, walaupun budayanya 

juga sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam. Saat ini masyarakat 

Minangkabau merupakan masyarakat penganut matrilineal terbesar di dunia.
5
 

                                                             

4
 Parsudi Suparlan, Hubungan Antara Suku- Suku Bangsa, (Jakarta : Penerbit KIK Press, 

2004), hal. 41. 

5
 Ali Akbar Navis, Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau, 

(Jakarta: Grafiti Pers, 1984), hal. 1. 
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Dalam adat Minangkabau, pernikahan merupakan salah satu peristiwa 

penting dalam kehidupan yang sangat berarti adalah membentuk keluarga 

kecil baru sebagai penerus keturunan. Bagi seorang laki-laki minang, proses 

pernikahan merupakan proses untuk masuk kedalam lingkungan keluarga 

baru, yaitu pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri 

merupakan suatu proses penambahan anggota baru didalam Rumah Gadang 

mereka. 

Prosesi pernikahan dalam adat Minangkabau terbagi dua yakni: secara 

syarak dan secara adat, secara syarak (Islam) yakni prosesi akad nikah yang 

menentukan sah atau tidaknya terhadap suatu pernikahan, secara adat yaitu 

pesta pernikahan (baralek) baralek ini adalah sebagai sebuah pengumuman 

kepada masyarakat bahwa sepasang pemuda pemudi ini telah terikat dalam 

sebuah tali pernikahan.
6
 Prosesi baralek dalam adat Minangkabau terdiri dari 

beberapa prosesi diantaranya : 

1. Manyilau  

Manyilau adalah datangnya pihak keluarga perempuan kerumah 

keluarga laki laki dilakukan untuk mengetahui asal usul dari calon 

apakah sudah punya calon lain atau belum selain itu juga untuk 

memastikan calon itu menerima atau menolak kemenakan mereka.  

 

 

                                                             

6
 Dra. Ernatip, Arti Simbolik Ragam Hias Pada Peralatan Upacara Perkawinan Di 

Negara Air Bangis Kabupaten Pasaman, (Padang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional 

Padang, 2004), hal. 55. 
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2. Batimbang Tando  

Batimbang tando adalah antara pihak keluarga laki-laki dan 

perempuan saling menukarkan cincin atau benda benda lain yang dibawa 

oleh pihak, keluarga dan juga penentan kapan akad nikah dan baralek 

akan dilaksanakan.  

3. Akad Nikah 

Akad nikah dilakukan setelah batimbang tando dan sebelum 

baralek, rentang waktu antara batimbang tando dan akad nikah tidak 

ditentukan, paling lama biasanya satu tahun tapi paling banyak dilakukan 

hanya rentang seminggu. 

4. Baralek  

Baralek merupakan pemberitahuan secara resmi kepada 

masyarakat karena dalam baralek masyarakat diundang. Selain itu ada 

hal yang penting dalam baralek yaitu manjapuik marapulai, kalau 

upacara baralek tidak dilaksanakan manjapuik marapulai dilakukan 

setelah menikah, manjapuik marapulai sangat penting dilakukan karena 

dalam upacara itulah gelar atau gala seorang laki-laki dikukuhkan. 

Kemudian masyarakat akan memanggil laki-laki itu dengan gelar yang 

diberikan tersebut, seperti sati, bagindo, sutan, tuah dan sebagainya.
7
 

Dalam semua prosesi baralek adat Minangkabau selalu melakukan 

Barundiang  atau Alua pasambahan. Barundiang atau Alua Pasambahan 

merupakan salah satu jenis sastra lisan yang menggunakan komunikasi 

                                                             

7
 Ibid., Dra. Ernatip, hal. 55. 
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sebagai kebudayaan yang khas di Minangkabau. Barundiang atau 

Pasambahan (ba‟alua) dalam acara baralek dilakukan pada prosesi manyilau, 

batimbang tando, dan juga dalam prosesi manjapuik marapulai. Barundiang 

atau Pasambahan tersebut mengandung makna yang dalam, dan disampaikan 

dalam ungkapan yang khas syarat dengan pepatah-petitiah,mamangan, 

pantun, dan pituah orang tua-tua. Karena di Minangkabau kato salalu 

baumpamo, rundiang nan banyak bakiasan (kata selalu memakai 

perumpamaan, rundingan banyak mengandung kiasaan)
8
. Menurut penuturan 

masyarakat sekitar pasambahan acara pernikahan  sejak dahulu telah menjadi 

tradisi dalam upacara sebelum melakukan pernikahan (alek nagari) dan 

disampaikan secara turun temurun.  

Salah satu wilayah di Minangkabau yang menggunakan tradisi 

tersebut adalah Jorong Sawah Parik. Jorong Sawah Parik merupakan salah 

satu Jorong yang ada di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjuang Baru, 

Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Di Jorong Sawah Parik 

alua pasambahan atau masyarakat lebih banyak menyebut dengan 

barundiang dalam upacara pernikahan masih sangat di gunakan, bahkan juga 

diadakan tempat untuk belajar barundiang bagi para generasi muda yang 

ingin mempelajari alua pasambahan atau barundiang, bahkan dalam 

mempelajari alua pasambahan ini juga menggunakan beberapa ritual 

seserahan seperti menggunakan nasi lemak, dan bahkan juga menggunakan 

                                                             

8
Dt. Rajo Penghulu, Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua 

Pasambahan Adat di Minangkabau, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 3. 
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emas. Oleh karena itu dapat dilihat betapa dianggap pentingnya barundiang 

dalam upacara adat pernikahan terkhusus  di Jorong Sawah Parik. 

Selaku anak nagari di Jorong Sawah Parik, peneliti mengetahui 

beberapa permasalahan yang membuat tradisi barundiang ini penting di 

Jorong Sawah Parik diantaranya, tradisi barundiang ini bisa membuat acara 

lamaran menjadi lama karena terjadinya sebuah perdebatan oleh niniak 

mamak dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Adapun pihak yang ada 

dalam pelaksanaan tradisi ini adalah niniak mamak suku,sumando, 

kamanakan, apak, dan  anak pisang dan semua keluarga yang laki-laki dari 

kedua belah pihak keluarga  Namun tidak hanya itu, jika apabila tradisi 

barundiang ini tidak dilaksanakan dalam upacara adat pernikahan maka 

pernikahan tersebut akan mendapatkan sanksi yaitu tidak mendapat gelar atau 

gala adat dan dikucilkan ditengah masyarakat juga menbayar denda atau 

hutang adat kepada niniak mamak. Sehingga tradisi barundiang dalam 

pernikahan pada saat ini sebagai simbolik dalam acara  pernikahan adat di 

Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.   

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat 

topik penelitian mengenai: “Tradisi Barundiang dalam Upacara Adat 

Pernikahan di Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi 

Sumatera Barat Ditinjau Menurut Hukum Islam”. 

 

B. Batasan Masalah  

Agar pembahasan lebih terarah maka penulis melakukan pembatasan 

masalah penelitian dengan objek mengenai prosesi barundiang, dan apa sanksi 
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adat jika tradisi barundiang tidak dilaksanakan dalam upacara adat 

pernikahan, khususnya di Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, 

Provinsi Sumatera Barat sebagai objek penelitian penulis.  

 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana prosesi Barundiang dalam upacara adat pernikahan di Jorong 

Sawah Parik? 

2. Bagaimana sanksi adat yang diberikan jika barundiang tidak dijalankan 

dalam upacara adat pernikahan di Jorong Sawah Parik ditinjau dari hukum 

Islam? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui proses barundiang dalam upacara adat pernikahan 

di Jorong Sawah Parik. 

b. Untuk mengetahui sanksi adat yang diberikan jika barundiang tidak 

dilaksanakan dalam upacara adat pernikahan di Jorong Sawah Parik 

ditinjau menurut hukum Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Bagi akademis, penelitian untuk mendukung teori-teori yang sudah 

ada sebelumnya sehubungan dengan masalah yang dibahas dalam 
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penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan yang khususnya yaitu pengetahuan 

tentang kebudayaan tradisi barundiang di lingkungan Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terutama Fakultas Syariah dan 

Ilmu Hukum. 

b. Bagi Praktis, hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan 

wawasan bagi penulis tentang tradisi barundiang, dan juga diharapkan 

dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas khususnya bagi para 

generasi muda. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Konsep Al-Urf 

a. Pengertian Al-urf 

Kata „urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik 

dan diterima oleh akal sehat”.
9
 Definisi 'urf secara bahasa adalah 

paling tingginya sesuatu, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat 

al-A`raf,  

 بسِِيمَىٍٰمُ
عَهَّ ٱلْْعَْزَافِ رِجَالٌ يعَْزِفُُنَ كُلّّۢا ََ  

“Dan diatas (al-A`raf)
10

 itu ada orang-orang yang mengenal 

masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka.” 

´Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan 

kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung 

konsisten di tengah masyarakat.
11

 ´Urf juga disebut dengan apa yang 

sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik ´urf 

perkataan maupun ´urf perbuatan.
12

  Ulama‟ „Ushuliyin memberikan 

definisi: “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok 

                                                             

9
 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasryi‟,(Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009), hal. 167. 

10
 Al-A`raf artinya tempat yang tertinggi diantara surga dan neraka, baca al-Quran dan 

Terjemahnya. DEPAG RI. 

11
 Abu Zahro, Ushul Fiqh, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), hal. 416. 

12
 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), hal. 

77. 
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manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan 

pantangan-pantangan.
13

 

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu ´urf 

dan adat. Kedua kata ini perbedaanya adalah adat didefinisikan sebagai 

suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa 

hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan 

pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian ´urf 

didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan 

maupun perbuatan
14

 

Adapun makna „urf secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad 

Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka 

mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara 

mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian 

tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata 

itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.
15

 

Sedangkan ´urf dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli 

Syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasanya adalah Kedua 

kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adobsi oleh bahasa Indonesia 

yang baku. Kata ´urf berasal dari kata „arafa, ya‟rifu yang mempunyai 

derivasi 7 kata al-ma‟ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau 

                                                             

13
 Masykur Anhari, Ushul Fiqh,(Surabaya: Diantama, cet-1, 2008), hal. 110. 

14
 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 138. 

15
 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh , (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), hal. 209. 
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diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari „ad derivasi kata al-„adah 

berarti sesuatu yang diulang kebiasaanya
16

 

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pengertian „urf 

bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara definisi 

kata. „Urf secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti 

oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal 

manusia dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti 

oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan 

dan tidak mengartikan satu bukan mengartikan yang lainya. Sedangkan 

secara definisi kata yaitu ada dua kata yang menurut mayoritas ulama 

yaitu „Urf dan Adat adalah sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal 

dan diulang. 

b. Kaidah-kaidah ‘Urf 

Dari permasalahan-permasalahan di atas para ulama ushul fiqh 

telah merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan „urf, 

antara lain adalah:
17

 

بت بانىصنثابت بانعزف كانثا  

“Sesuatu yang dikokohkan  dengan urf sekokoh dengan nash” 

 انيىزانتغتالاانهحزامهبزغتالاانهشمان

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan 

tempat” 

 اتكعاَفم افانكااتكشاَطهشاطا

                                                             

16
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 387. 

17
 Sulfan Wandi, Eksistensi „Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, Jurnal Hukum 

Keluarga dan Hukum Islam, Vol-2 No 1, UIN Arraniri. hal. 191 
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“Yang ditetapkan melalui „urf sama dengan yang ditetapkan 

melalui nash.” 

c. Macam-macam ‘urf 

Para ulama ushul membagi „Urf menjadi tiga macam  

Dari segi objeknya „urf dibagi kepada: kebiasaan yang menyangkut 

ugkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan. 

1) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (al-„Urf al-lafdzi) 

Kebisaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan 

masyarakat yang mengunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan 

tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.
18

  

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan 

indikator lain, maka tidak dinamakan „urf, misalnya ada seseorang 

datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, 

saya berucap “ jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia 

dengan tongkat ini.” Dari ucapanya ini dipahami bahwa yang dia 

maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. 

Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan „urf.
19

 

2) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (Al-„urf Al-amali) 

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan 

biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan 

muamalah keperdataaan. Seperti kebiasaan masyarakat yang 

melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang 

                                                             

18
 Ibid. Izzu ad-Dīn Ibn „Abdi as-Salām, hal. 364. 

19
 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 139. 
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kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang 

dilakukan keduanya.
20

 

Dari segi cakupanya „urf dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang 

bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.  

1) Kebiasaan yang umum (Al-urf Al-am) 

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang 

berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan 

seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang 

terkadang melihat aurat temanya, dan akad istishna‟ 

(perburuhan).
21

 

2) Kebiasaan yang bersifat khusus (Al-urf Al-khash) 

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang 

berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.
22

 Sedangkan menurut 

Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu„urf yang berlaku di suatu 

negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu.
23

 Misalnya 

dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada 

barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainya 

dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang 

tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi 

                                                             

20
 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), hal. 

77-78. 

21
 Abu Zahro, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), hal. 418. 

22
 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

Cet ke-6, 1996), hal. 135. 

23
 Ibid., Abdul Wahhab Khallaf,  hal. 419. 
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terhadap barang-barang tertentu.
24

 „Urf semacam ini tidak boleh 

berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas 

yang illat-nya ditemukan tidak melalui jalan qathiy, baik berupa 

nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan 

terangnya.
25

 

Dari segi keabsahanya dari pandangan syara‟, „urf terbagi 

dua, yaitu kebisaaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang 

dianggap rusak 

1) Kebiasaan yang dianggap sah (Al-„Urf Al-sahih ) 

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang 

berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan 

dengan nash (ayat atau hadits) tidak meghilangkan 

kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madharat 

kepada mereka.
26

  

2) Kebiasaan yang dianggap rusak (Al-„Urf fasid) 

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang 

bertentangan dengan dalil-dalil syara‟ dan kaidah-kaidah 

dasar yang ada dalam syara‟.
27

  

                                                             

24
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 365. 

25
 Op.Cit., Abdul Wahhab Khallaf,  hal. 419. 

26
 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, Cet ke-1, 2005), hal. 154. 

27
 Ibid., Satria Effendi, M. Zein , hal. 419. 
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d. Kedudukan „Urf dalam menentukan Hukum 

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama‟ 

berhujjah dengan „urf dan menjadikanya sebagai sumber hukum fiqh 

yaitu :
28

 

1) Firman Allah pada Al-Araf ayat 199 

هِيه ٍِ أعَۡزِضۡ عَهِ ٱنۡجَٰ ََ أۡمُزۡ بٲِنۡعُزۡفِ  ََ  َُ   )٩١١ (ََ  خُذِ ٱنۡعَفۡ
 

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang 

yang mengerjakan yang ma‟ruf, serta berpalinglah dari orang-

orang yang bodoh.
29

 

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslim 

untuk mengerjakan yang ma‟ruf, sedangkan yang dimaksud dengan 

ma‟ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai 

kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan 

dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh 

prinsip-prinsip umum Islam.
30

 

2) Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang 

menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam 

masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan Al-Qur‟an dan 

Sunnah Rasulallah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama 

sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara 

                                                             

28
 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), hal. 

77-78. 

29 QS Al-Araf ayat 199, Cetakan Departemen Agam Republik Indonesia 

30
 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh , (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), hal. 212. 



 

 

16 

selektif ada yang diakui dan dilesatarikan serta adapula yang 

dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama 

dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik 

seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab 

sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh 

agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.
31

 

Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melembaga 

dimasyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi 

semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan 

nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan 

dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam.
32

 Adapun metode 

untuk yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini 

adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi 

tersebut terdapat 4 kelompok yaitu: 

1) Adat lama yang secara substansional dan dalam hal 

pelaksanaanya mengandung unsur kemaslahatan. Yang 

memiliki unsur manfaat yang lebih banya dari pada 

mafsadatnya, ini dapat diterima oleh Islam. 

2) Adat lama yang secara substansional mengandung maslahat. 

Namun dalam pelaksanaanya tidak dianggap baik oleh Islam. 

Ini dapat diterima oleh Islam. 

                                                             

31
 Loc.Cit., Sulaiman Abdullah , hal. 156. 

32
 Masjfuk Zuhdi, Studi Islam 3: Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993), hal. 

10. 
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3) Adat lama yang secara substasional menimbulkan mafsadat. 

Atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan, ini tidak 

dapat diterima oleh Islam. 

4) Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang 

banyak karena tidak memberikan mafsadat dan tidak 

bertentangan dengan dalil Syara‟. Ini masih banyak yang 

memperselisihkan namun dalam terdapat syarat-syarat yang 

harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuah hukum.
33

 

  Jelaslah, bahwa adat atau „urf yang mengandung nilai yang 

positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau „urf 

mengandung nilai yang negatif maka tidak ada tolerir oleh Islam.
34

 

e. Syarat-syarat „urf untuk dijadikan landasan hukum 

1) „Urf mengandung kemaslahatan yang logis 

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada „urf 

yang sahih.
35

 sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan 

dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah 

Rasulallah 

2) „Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait 

dengan lingkungan „urf, atau minimal dikalangan sebagian besar 

masyarakat.
36

 

                                                             

33
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 393-394. 

34
 Op.Cit., Masjfuk Zuhdi,  hal. 13. 

35
 Op.Cit., Amir Syarifuddin,  hal. 401. 

36
Firdaus,Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara 

Komperhensif, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004), hal. 105. 
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3) „Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah 

berlaku pada saat itu, bukan „urf yang muncul kemudian. Berarti 

„urf ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau „urf itu 

datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
37

 

4) „Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan 

hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan
38

 

f. Penerapan Urf dalam Tradisi Barundiang di Masyarakat Adat 

Sumatera Barat 

Ketika membicarakan „urf sebagai salah satu konsep dalam 

metode penetapan hukum Islam, maka memberi peluang secara 

lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam itu sendiri. Sebab, tidak 

semua persoalan-persoalan yang bermunculan di tengah-tengan 

masyarakat saat ini dan masa yang akan datang terakomodir secara 

jelas dan tegas dalam Al-Qur‟an dan Hadis. Maka para ulama‟ 

mujtahid dituntut untuk dapat memberikan jawaban-jawaban 

terhadap persoalan-persoalan tersebut secara jelas dan tegas pula. 

Untuk itu, salah satu metode yang digunakan dalam melakukan 

istinbath hukum tersebut adalah dengan menggunakan metode „urf. 

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa yang dimaksud 

dengan „urf adalah apa yang dijadikan rujukan atau dasar pijakan 

oleh manusia dalam melakukan suatu kebiasaan atau adat istiadat 

                                                             

37
Op.Cit., Amir Syarifuddin , hal. 40. 

38
Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 144. 
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baik itu berupa perbuatan maupun perkataan.
39

 Dalam sudut 

pandang yang lain „urf adalah suatu perbuatan atau peristiwa yang 

dilakukan atau terjadi secara turun temurun di tengah-tengah 

kehidupan masyarakat, baik itu berupa perbuatan maupun 

perkataan, di mana perbuatan atau peristiwa itu terjadi secara 

berulang-ulang.
40

 

Karena keberadaan praktik „urf itu banyak yang dapat kita 

lihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bahkan sebagian 

ulama‟ ada yang menggunakannya sebagai metode dalam istinbath 

hukum, maka „urf itu harus sesuai dengan tujuan pensyari‟atannya. 

Atau dengan kata lain „urf itu tidak boleh bertentangan dengan 

dalil-dalil hukum yang sudah jelas tentang pengaturannya. 

Sejalan dengan hal hal diatas, dalam penilitian ini 

mengangkat contoh penerapan „urf dalam pelaksanaan tradisi 

barundiang dalam masyarakat adat Minangkabau. Barundiang atau 

dalam kata lain bermusyawarah merupakan salah satu hal yang di 

syariatkan Rasulullah SAW. Dimana ketika dalam mengambil 

sebuah majelis ketika mengambil keputusan maka dianjurkan 

dengan bermusyawarah agar keputusan yang dihasilkan merupakan 

keputusan yang baik dan tidak merugikan apabila dilaksanakan. 

Akan tetapi, barundiang dalam praktik yang terjadi saat ini tidak 

                                                             

39
Romli, SA., Ushul Fiqh 1: Metodologi Penetapan Hukum Islam, (Yogyakarta: 

Fadilatama, 2016), hal. 159. 

40
 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 153. 
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hanya untuk memutuskan atau menghasilkan keputusan yang 

mufakat, namun untuk ajang unjuk kemampuan dalam bertutur 

kata ketika barundiang. 

Fenomena barundiang tidak hanya dilakukan dalam satu 

upacara adat saja, namun hampir di seluruh upacara adat 

menggunakan tradisi barundiang seperti pernikahan, kematian dan 

sebagainya. Dalam upacara perkawinan barundiang tidak hanya 

dilaksanakan sekali namun dalam setiap prosesi manyilau, 

batimbang tando, dan juga dalam prosesi manjapuik marapulai. 

Dan barundiang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat adat 

minangkabau. 

Menurut hemat penulis, berdasarkan pengertian „urf yang 

telah dijelaskan di atas tradisi barundiang merupakan suatu 

kebiasaan yang mengandung nilai-nilai kebaikan itu bisa 

diformulasi menjadi hukum. Karena berdasarkan kaidah fiqh: 

“Adat kebiasaan bisa jadi pertimbangan hukum”
41

. Dan penerapan 

barundiang daloam masyarakatan adat minangkabau merupakan 

contoh penerapan al-urf al-shahih (kebiasaan atau tradisi yang 

baik). 

  

                                                             

41
 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 78. 
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2. Konsep Khitbah  

a. Pengertian Pinangan (Khitbah) 

Menurut bahasa, meminang atau melamar artinya antara lain 

adalah meminta wanita dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang 

lain). Menurut istilah, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah 

terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang 

wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan 

untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-

tengah masyarakat.
42

 Ditinjau dari akar kata ini, khitbah berarti 

pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk 

nikah.Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari‟atkan 

sebelum ada ikatan suami istri. 

b. Syarat –Syarat Peminangan (Khitbah) 

Syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 

12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi: 

1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih 

perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. 

2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah 

raj‟iyyah, haram dan dilarang untuk dipinang. 

3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang 

orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum 

ada penolakan dari pihak wanita. 

                                                             

42
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta : 

PT RajaGrafindo Persada, 2009), cet.ke- 2, h. 24 
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4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang 

putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang 

telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang 

dipinang. 

c. Landasan Hukum Pinangan (Khitbah)  

Dalam Al-Qur‟an dan dalam banyak hadis nabi yang 

membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas 

dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, 

sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat 

yang jelas, baik dalam Al-Qur‟an maupun dalam Hadis Nabi. Oleh 

karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama 

yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah.  

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah 

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam 

pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat 

langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan 

jodoh. Tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh perantara yang 

dipercaya. 

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan 

boleh diadakan peminangan (khitbah) dimana calon suami boleh 

melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat 

muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian 
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keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk 

saling kenal mengenal.  

Sebagaimana ulama‟ berpendapat bahwa peminang boleh 

melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat 

menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk 

mengekalkan adanya suatu perkawinan kelak tanpa menimbulkan 

adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad 

nikah.  

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang 

perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. 

Meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran. dalam meminang 

dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat 

wanita yang dipinangnya. Dalam hal ini Al-Qur‟an menegaskan dalam 

Surat Al Baqarah ayat 235: 

ضْتمُ بًِِ  لَا جُىَاحَ عَهَيْكُمْ فيِمَا عَزَّ ُ أوََّكُمْ ََ ّٓ أوَفسُِكُمْ ۚ عَهمَِ ٱللََّّ َْ أكَْىَىتمُْ فِ ۦ مِهْ خِطْبَتِ ٱنىِّسَاءِٓ أَ

لَا تَعْشِمُُا۟ عُقْدَ  ََ عْزَُفۢا ۚ  لۢا مَّ ُْ ٓ أنَ تَقُُنُُا۟ قَ ا إلِاَّ اعِدٌَُهَُّ سِزّۢ َُ كِه لاَّ تُ
نَٰ ََ ةَ سَتذَْكُزَُوٍَهَُّ 

بُ  ّٰ يَبْهغَُ ٱنْكِتَٰ ا۟  ٱنىِّكَاحِ حَتَّ ُٓ ٱعْهَمُ ََ ّٓ أوَفسُِكُمْ فَٲحْذَرَُيُ ۚ  َ يَعْهمَُ مَا فِ ا۟ أنََّ ٱللََّّ ُٓ ٱعْهَمُ ََ أجََهًَُۥ ۚ 

َ غَفُُرٌ حَهِيمٌ   أنََّ ٱللََّّ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-

wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan 

(keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah 

mengetahui bahwa kamu akan menyebut- nyebut mereka, 

dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin 

dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan 

(kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu 

ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 

'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa 

yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan 
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ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyantun”
43

 

 

d. Tata Cara Pinangan (Khitbah) 

Salah satu hal yang dapat membawa kesegaran bagi kehidupan 

rumah tangga sakinah yang akan diliputi rasa kasih sayang dan 

kebahagiaan ialah terbukanya kesempatan bagi pria untuk melihat 

calon istrinya pada waktu peminangan. Sehingga dapat diketahui 

kecantikannya yang bisa jadi faktor menggalakkan dia untuk 

mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat-celanya yang bisa 

jadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain. 

Melihat wanita yang dipinang itu dianjurkan oleh agama. Tujuannya 

adalah supaya laki-laki itu dapat mengetahui keadaan wanita itu 

sebetulnya, tidak hanya mendengar dari orang lain. 

Mengenai bagian tubuh mana saja yang boleh dilihat oleh 

peminang pada saat peminangan tidak diterangkan secara jelas, baik 

dalam Al-Qur‟an maupun dalam hadits, oleh karena itu ada beberapa 

pendapat yang berbeda dikalangan para ulama fiqh:  

1) Sebagian besar ulama fuqoha berpendapat bahwa laki-laki yang 

meminang seorang wanita hanya boleh melihat muka dan telapak 

tangannya saja. Karena dengan melihat muka dapat dilihat cantik 

tidaknya orang itu, sedangkan dari telapak tangannya dapat 

diketahui subur atau tidaknya wanita itu. 
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2) Imam Daud dan para ulama dari mazhab dhahiri berpendapat 

bahwa laki-laki yang meminang seorang wanita boleh melihat 

seluruh bagian tubuhnya.
44

 Namun dalam melihat seluruh tubuhnya 

mazhab dhahiri berpendapat dengan melihat seluruh tubuhnya 

harus satu muhrim atau melalui perantara. 

3. Konsep Walimah 

Walimah artinya al-jam‟u : kumpul, sebab antara suami dan istri 

berkumpul. Walimah berasal dari arab artinya makanan pengantin, adalah 

makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga 

diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.
45

 

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang 

secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak 

digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama 

menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap 

kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk 

kesempatan perkawinan lebih banyak.
46

 

 Walimah nikah atau walimatul ursy adalah perayaaan pengantin 

sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak 

saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan 
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peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga 

kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah 

merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.
47

 

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad 

nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai 

ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua 

mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut 

dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah. Manfaat walimah adalah 

agar keluarga, dan tetangga ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai 

berdua. Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau 

sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang 

berlaku dalam masyarakat.
48

 

Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing 

daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi 

prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan 

dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau 

tidak, harus ditinggalkan. Resepsi pernikahan tidak mesti mewah cukup 

dengan mengundang tetangga, kawan,dan kerabat, untuk makan bersama, 

sekalipun tidak memakai daging atau lainnya. Dengan diundurnya resepsi 

ke beberapa bulan ke depan dengan dalih agar lebih meriah, tentu hal ini 

sama dengan mengambil hal yang mubah hukumnya dan meninggalkan 
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hal yang sunnah. Namun demikian, Islam sangatlah bijak. Adat kebiasaan 

setempat terkadang harus dihormati dan dijadikan sebagai hukum. Bagi 

orang yang resepsi pernikahannya diundur ke beberapa bulan ke depan 

dengan dalih adat dan lainnya, hal itu sah-sah saja. 

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak 

berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada 

pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu 

yang menghadiri walimah. Namun demikan, semua itu harus disesuaikan 

dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut 

dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai 

maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat. Setelah akad acara nikah 

maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal 

di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita 

yang masih perawan, pihak keluarga siwanita dapat menahan menantunya 

selam tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, 

pihak keluarga dapat menahan menantu laki- laki selama tiga hari berturut-

turut 

Makna dari anjuran agar mempelai laki-laki setelah 

melangsungkan akad nikah tinggal selama seminggu di rumah istrinya 

adalah untuk memberikan kesempatan si istri dalam menyelami makna 

kehidupan berkeluarga. Selain itu, anjuran tersebut juga dimaksudkan agar 

keluarga istri mendapat kesempatan untuk berbagi rasa pada putrinya yang 
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sebentar lagi akan meninggalkan kedua orangtunya dan hidup bersama 

selamanya dengan laki-laki pilihannya.
49

 

4. Tradisi  

Tradisi merupakan segala sesuatu yang turun temurun dari nenek 

moyang.
50

 Tradisi dapat dipahami sebagai adat lokal yang mengatur 

interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia di jelaskan bahwa tradisi adalah 

kebiasaan atau adat masyarakat yang telah dilakukan secara turun 

temurun.
51

 Kata  Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat 

istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis dan religius dari kehidupan 

suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, 

hukum, dan aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu 

sistem aturan yang mencakup segala konsep sistem budaya dari sutu 

kebudayaan utuk mengatur tindakan atau perbuataan manusia dalam 

kehidupan sosial.
52

 Sedang dalam kamus sosiologi tradisi diartikan sebagai 

adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat di 

pelihara.
53

 

Tradisi adalah suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telak 

menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga 
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menjadi adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun. Jadi dari 

beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa tradisi adalah segala 

yang di lakukan manusia secara turu temurun dari setiap aspek kehidupan 

dapat dikatakan sebagai tradisi.
54

 

Dalam literatur Islam disebutkan bahwa tradisi adalah al urf yang 

berarti adat atau kebiasaan. Al urf adalah sesuatu (perbuatan maupun 

perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena 

sejalan dengan akal sehat dan di terima oleh tabiat sejahtera.
55

 

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian 

tersembunyi tentang adanya kaitan antara kehidupan masa lalu dan masa 

kini. Tradisi merujuk kepada  sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu dan 

masih berfungsi dan nampak sampai masa sekarang. Tradisi 

memperlihatkan bagaimana masyarakat bertingkah laku, baik dalam 

kehidupan yang bersifat duniawi maupun religius. Tradisi merupakan 

sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari aspek kepercayaan yang 

memiliki arti tingkah laku, dalam perkataan, ritual, dan perilaku lain. 

Unsur terkecil dari sistem adalah simbol. Simbol meliputi simbol 

konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk 

ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sisitem ekspresif atau 

simbol yang menyangkut pengungkapan masyarakat.
56
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Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki 

pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata 

kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan 

atau penerusannya pada generasi berikutnya. Sering proses penerusan 

tejadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat 

tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan lebih baik 

diambil alih begitu saja. Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa 

suatu tradisi. Tradisi lalu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri.
57

 

5. Barundiang  

Barundiang sering disebut dengan kata Pasambahan. Pasambahan 

merupakan sastra lisan yang digunakan masyarakat Minangkabau dalam 

acara perkawinan, kematian, dan acara adat lainnya. Barundiang atau 

Pasambahan berasal dari kata "sambah"' yang dalam bahasa Indonesia 

bermakna „sembah‟ yaitu pernyataan hormat dan khidmat; kata atau 

perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Dengan 

demikian, pasambahan berarti „pemberitahuan dengan hormat‟. Lebih 

lanjut barundiang atau Pasambahan merupakan pembicaraan dua pihak, 

yaitu dialog antara tuan rumah ("si pangka") dan tamu ("si alek"') untuk 

menyampaikan maksud atau tujuan dengan rasa hormat
58

. 
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Barundiang atau Pasambahan yang digunakan dalam upacara adat 

menggunakan bahasa halus dan sopan dengan perumpamaan nilai-nilai 

budaya, bahasa yang digunakan berbeda dengan bahasa sehari-hari, bahasa 

yang digunakan lebih puitis yang ditandai dengan banyaknya ungkapan, 

kiasan, petatah-petitih, pantun, dan talibun, serta susunan kalimat yang 

teratur sehingga bila diucapkan terdengar berirama dan merdu. Kalimat 

yang terdapat dalam kata kata pasambahan memiliki kaidah-kaidah yang 

bernilai tinggi untuk kepentingan hidup bermasyarakat.
59

 

Barundiang atau pasambahan di minangkabau biasanya dilakukan 

oleh niniak mamak atau pemuka adat setiap suku. Dan niniak mamak lah 

yang akan berdialog dalam setiap tradisi barundiang dalam acara adat di 

minangkabau. 

Barundiang dapat disamaartikan dengan musyawarah. Dalam hidup 

bersama, mutlak perlu menegakkan musyawarah dalam menghadapi dan 

memecahkan masaslah-masalah bersama. Makin besar sesuatu kelompok 

maka semakin besar pula perlu ditegakkannya musyawarah. Ia merupakan 

sendi kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai prinsip dan termasuk 

syariat. Artinya, musyawarah termasuk ketentuan Allah SWT yang harus 

ditegakkan di muka bumi. Dengan kata lain, meninggal musyawarah 

berarti meninggalkan salah satu segi syariat. 

Pentingnya syura (musyawarah) dalam kehidupan masyarakat, 

Abdullah Hamid Ismail al-Anshori dalam bukunya mengutip dan 
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mengemukakan arti penting musyawarah yang dapat disaripatikan sebagai 

berikut “Musyawarah dapat mewujudkan kesatuan bangsa, melatih 

kegiatan otak dalam berfikir, dan sebagai jalan menuju kepada kebenaran 

yang mengandung kebaikan dan keberkatan”
60

 

Esensi musyawarah menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan 

deraja manusia, kebebasan berpendapat dan hak kritik serta pengakuan 

terhadap kemanusiaan itu sendiri. Dengan musyawarah ditemukan cara 

untuk mempersatukan manusia, mempersatukan golongan-golongan 

dengan berbagai atribut di tengah tengah bergejolaknya problema-

problema umum, dan dengan musyawarah pula dikembangkan tukar 

pikiran dan pendapat. Pelaksanaan musyawarah bagi kehidupan manusia 

lebih dari sekedar kepentingan politik suatu kelompok maupun negara, 

karena ia merupakan karakter mendasar bagi kelompok masyarakat secara 

keseluruhan. 

Adapun prinsip prinsip dalam bermusyawarah adalah sebagai berikut : 

1. Keridhaan atau kemauan untuk kebaikan bersama yang tidak 

bertentang dengan perintah Allah Swt. 

2. Hati yang lemah lembut (bersih) lawan dari berhati keras. Prinsip ini 

haruslah ada, hati yang lemah lembut yaitu yang tidak menaruh 

kedengkian dan kebencian antara satu sama lainnya, dalam 

musyawarah perilaku ini akan terlihat pada saat berbicara atau 

menyampaikan pendapat atau sebuah gagasan. 
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3. Saling memaafkan dan memohonkan ampun kepada Allah Swt. 

4. Mematuhi perintah Allah Swt dan mendirikan sholat. Berdasarkan 

prinsip yang keempat ini menunjukan bahwa dalam praktik 

musyawarah untuk mengambil suatu keputusan harus didasarkan atau 

tidak boleh bertentang dengan perintah Allah Swt. 

5. Mufakat, segala keputusan yang akan ditetapkan dalam suatu 

permusyawaratan harus merupakan kemufakatan dari seluruh anggota 

yang terlibat di dalam musyawarah. Mufakat adalah antara satu dan 

lainnya anggota musyawarah menerima hasil musyawarah yang akan 

diputuskan dan ditetapkan untuk dilaksanakan bersama-sama. Adapun 

keputusan yang diambil tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan 

prinsip-prinsip hukum Islam, dalam konteks kaidah-kaidah utama yang 

tertuang di dalam tujuan hukum menurut syara‟ yang disebut dengan 

Adh dhararul, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara 

akal, memelihara keturunan, memelihara harta dan kehormatan
61

 

Ruang lingkup musyawarah dalam menyelesaikan persoalan-

persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 

musyawarah merupakan suatu keharusan yang mutlak untuk ditegakkan, 

baik terhadap urusan-urusan kehidupan yang belum ada nashnya (ayat-

ayat Alquran dan Hadist) maupun tatacara pelaksanaan persoalan yang 

sudah ada nashnya. Seperti kelembagaan permusyawaratan, pelaksanaan 

hajat hidup masyarakat atau rakyat, amanah yang akan diberikan kepada 
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pemimpin, pengangkatan pemimpin, sistem pelaksanaan kehidupan 

berbangsa dan bernegara, urusan pendidikan atau budaya, politik, 

ekonomi, hukum, lingkungan, dan lain sebagainya. Terkait dengan urusan 

agama yang sudah ada nash perlu dimusyawarahkan tata cara 

pelaksanaannya atau penegakkan hukum itu dalam kehidupan. 

6. Upacara Adat 

Upacara adat adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh 

masyarakat adat yang bersifat secara rutin dan turun temurun dalam 

memperingati berbagai macam tradisi adat. 

Upacara adat dalam sosiologi adalah suatu bentuk acara yang 

dilakukan dengan bersistem yang di hadiri secara penuh oleh masyarakat, 

sehingga dinilai dapat membuat masyarakat merasa adanya kebangkitan 

dalam diri mereka.
62

  

Upacara adat erat kaitannya dengan ritual-ritual keagamaan atau 

disebut juga dengan ritus. Ritus adalah alat manusia religius untuk 

melakukan perubahan. Ia juga dikatakan sebagai simbolis agama, atau 

ritual itu  merupakan “agama dan tindakan”. Ritual keagamaan yang 

dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh 

masyarakatnya, kepercayaan seperti inilah yang mendorong manusia untuk 

melakukan berbagai perbuatan atau tindakan yang bertujuan mencari 

hubungan dengan dunia gaib penguasa alam. melalui ritual-ritual, baik 

ritual keagamaan (religious ceremonies) maupun ritual-ritual adat lainnya 
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yang dirasakan oleh masyarakat sebagai saat-saat genting, yang bisa 

membawa bahaya gaib, kesengsaraan dan penyakit kepada manusia 

maupun tanaman.
63

 

7. Upacara Adat Pernikahan 

Upacara adat pernikahan merupakan prosesi adat yang telah 

dijalankan oleh masyarakat adat semenjak zaman dahulu yang bertujuan 

untuk penyatuan dua insan antara perempuan dan laki-laki dalam ikatan 

suci pernikahan, dan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang 

sakinah, mawaddah dan warahmah. Secara adat pernikahan merupakan 

suatu proses penyatuan tidak hanya hubungan antara kedua pengantin saja, 

namun kedua keluarga besar dari  laki-laki dan perempuan yang 

melakukan pernikahan.  

Pernikahan menurut hukum adat adalah Pernikahan menurut 

hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, 

urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-

beda. Jadi pernikahan menurut hukum adat adalah merupakan tanggung 

jawab bersama dari masyarakat hukum adat.
64

  

Dalam adat minangkabau yang menganut sistem matrlineal 

pernikahan selalu menjadi urusan kaum kerabat, karena pernikahan dalam 

adat minangkabau tidak hanya persoalan dari sepasang laki-laki dan 

perempuan yang menjalankan perkawinan saja, namun dalam 

                                                             

63
 Koentjaraninggrat,  Kebudayaan Jawa, (Jakarta : Balai Pustaka, 1985), hal. 243-246. 

64
 B Ter Haar Bzn, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 

1999), hal. 159. 



 

 

36 

pembentukan keluaga ini harus memiliki restu dari sanak keluarga, karena 

secara adat masyarakat minangkabau hidup bersama sama dengan 

kerabatnya, sehingga urusan rumah tangga menjadi urusan bersama. 

Dalam sistem kekeluargaan di minangkabau urusan pernikahan adalah 

urusan yang di bebankan kepada mamak (paman dari pihak ibu) perannya 

yang sangat besar sekali terhadap kemenakannya yang akan melakukan 

pernikahan.
65

   

 

B. Penelitian Terdahulu 

Dalam penulisan ini, penuis menemukan data yang berhubungan 

dengan bahasan yang ingin penulis analisis, yaitu : 

1. Irwandi, 2008, Pasambahan dalam upacara penyelenggaraan jenazah 

dalam kanagarian pauh IX, Kec. Kuranji, Padang, dalam skripsi ini 

membahas tentang ada dua tahap pasambahan penyelenggaraan jenazah, 

yaitu upacara diatas rumah dan upacara di medan nan bapaneh, kemudian 

membahas bagaimana struktur teks pasambahan yang digunakan dalam 

upacara ini.        

2. Meria Putriani, 2012, Pasambahan Manjapuik Marapulai Pada Upacara 

Perkawinan di Kanagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso Kabupaten 

Agam: Analisis Semiotik, permasalahan yang diteliti adalah tentang 

analisis semiotik yang berhubungan dengan pidato pasambahan 

manjapuik marapulai pada upacara perkawinan. 
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3. Desi Selvira, 2020, Analisis Semiotik Pidato Pasambahan Manjapuik 

Marapulai Adat Pernikahan Minangkabau di Medan Tembung, 

permasalahan yang di teliti adalah tentang analisis semiotik terhadap teks 

pidato pasambahan manjapuik marapulai yang mencakup ikon, indeks, 

dan simbol. 

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan skripsi penulis 

adalah skripsi yang penulis akan tulis lebih membahas tentang bagaimana 

prosesi barundiang dalam upacara adat pernikahan, dan arti penting 

barundiang serta sanksi adat apa yang akan diberikan jika tradisi barundiang 

tidak dilaksanakan dalam upacara adat pernikahan di Jorong Sawah Parik, 

Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah 

metode deskriptif analysis yang digunakan dalam pendekatan Kualitatif. 

Deskriptif analysis adalah metode yang menggambarkan dan memberikan 

analisa terhadap kenyataan di lapangan. Sedangkan yang dimaksud 

pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan dari orang atau perilaku yang 

diamati.
66

  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan peneliti langsung turun ke lapangan 

lokasi penelitian dengan menggunakan alat sebagai pengumpulan data 

berupa wawancara di Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, 

Provinsi Sumatera Barat. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif, yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep, 

atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan 
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dengan tradisi barundiang dalam upacara adat pernikahan di Jorong 

Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat sumber dari mana data itu diperoleh. 

Adapun sumber dalam penelitian ini terdiri dari data primer, dan sekunder, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

baik melalui wawancara, obeservasi, maupun laporan dalam 

bentuk dokumen tidak resmi. Sumber data adalah dari responden 

yaitu masyarakat di Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, 

Provinsi Sumatera Barat. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari bahan 

referensi atau perpustakaan atau buku-buku yang menyangkut atas 

penelitian yang penulis bahas.
67

 

3. Teknik Penumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri  dari : 

a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses 

pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi 

dilapangan.
68

 Penulis langsung terjun kelapangan untuk mengetahui 

bagaimana prosesi tradisi barundiang, arti penting tradisi barundiang, 

dan sanksi adat yang diberikan apabila tradisi barundiang tidak di 
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laksanakan dalam upacara adat perkawinan masyarakat Jorong Sawah 

Parik, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. 

b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data penulis melakukan 

tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terarah 

dengan mendalam terhadap responden atau unsur-unsur tertentu yang 

mengetahui serta terkait dengan tradisi barundiang dalam upacara adat 

perkawinan di Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi 

Sumatera Barat. 

c. Dokumentasi, yaitu metode mengumpulkan data kualitatif dengan 

melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek 

atau orang lain tentang subjek yang di teliti. 

4. Subjek dan Objek Penelitian 

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat adat 

Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar . Sedangkan yang menjadi 

objek adalah tadisi barundiang dalam upacara adat pernikahan ditinjau 

dari hukum Islam .  

5. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Jorong 

Sawah Parik berjumlah sebanyak 13 orang. 
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Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian adalah pourposive sampling. Pourposive 

Sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana mengerucutkan 

sampel sesui dengan tujuan penelitian dan pihak yang memiliki 

pengetahuan yang mumpuni di bidang penelitian. Adapun yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini terdiri dari, 1 orang Kepala Jorong, 3 orang 

Tokoh Adat, 3 orang Tokoh Masyarakat, 3 orang Tokoh Pemuda, dan 3 

orang terlibat kasus tidak menggunakan tradisi barundiang dalam upacara 

pernikahannya. 

6. Teknik Penulisan 

Teknik penulisan yang diambil adalah dengan cara deduktif. Suatu 

metode disebut sebagai deduktif apabila analisis data dan penulisan 

berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai data 

yang bersifat khusus. Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum 

kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus. 

7. Tenik Analisis Data  

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

deskriptif kualitatif. Penulis menganalisis berdasarkan kesamaan satu sama 

lain, kemudian di hubungkan dan di bandingkan, lalu data yang penulis 

dapatkan dari analisa dengan pendekatan deskriptif analitik. 
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8. Sistematika Penulisan 

Untuk gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penulisan 

penelitian, maka secara garis besar maka sistematika penulisan yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

BAB I :   PENDAHULUAN  

  Dalam bab pendahuluan yang memuat latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II :   KAJIAN PUSTAKA 

  Dalam bab tinjauan  pustaka akan dibahas mengenai 

Kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. 

BAB III :   METODOLOGI PENELITIAN 

  Dalam bab metodologi penelitian membahas tentang, jenis 

penelitian dan lokasi penelitian, jenis sumber data penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB IV :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan akan dibahas 

mengenai gambaran umum lokasi penelitian ini akan 

menjelaskan profil singkat Jorong Sawah Parik, Kabupaten 

Tanah Datar, kemudian membahas tentang prosesi jalannya 

tradisi barundiang, dan sanksi adat apa yang diberikan 

kepada masyarakat jika tidak menjalankan tradisi barundiang 

dalam pernikahannya ditinjau menurut hukum Islam. 

BAB V :   KESIMPULAN DAN SARAN 
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  Dalam bab ini merupakan bagaian yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran-saran yang merupakan jawaban dari 

rumusan masalah. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Prosesi Barundiang dalam upacara adat pernikahan di jorong Sawah Parik 

Tradisi barundiang dalam upacara pernikahan dilaksanakan dalam seluruh 

prosesi pernikahan adat di Jorong Sawah Parik, dimulai dari prosesi 

peminangan sampai ke prosesi menghantarkan mempelai ke rumah 

istrinya semuanya menggunakan tradisi barundiang, sehingga tradisi ini 

sangat wajib dilaksanakan karena jika tidak dilaksanakan maka acara 

pernikahan tidak akan terlaksana karena tidak ada kesepakatan dan hasil 

musyawarah yang akan dijalankan Pelaksanaan tradisi barundiang ini 

dilakukan oleh laki laki di Minangkabau, laki-laki yang diperbolehkan 

tersebut meliputi datuk ninik mamak, kemenakan, bapak, anak, atau pihak 

keluarga yang laki-laki. Dan untuk pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan di 

kediaman laki-laki, dan pihak wanita yang datang ke kediaman laki-laki 

tersebut. Barundiang dilaksanakan memakan waktu relatif lama 

tergantung dengan bagaimana cara menyampaikan dan kata-kata yang 

dipakai dalam barundiang, berapa banyak orang yang diajak 

bermusyawarah dan bermufakat dan juga hal apa yang disepakati, 

biasanya dalam upacara pernikahan terdapat beberapa proses yang 

dilakukan barundiang. . Selanjutnya ada aturan untuk para niniak mamak 
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yang akan menghadiri acara lamaran seperti berpakaian adat, membawa 

carano yang berisi siriah pinang sarangkai. Tradisi barundiang di 

gunakan dalam acara pernikahan tersebut berfungsi agar setiap 

pembicaraan yang dilakukan agar lebih terlihat sopan dan menghargai. 

Namun dalam tradisi barundiang cara penyampaiaanya tidak secara 

lansung saja, akan tetapi disampaikan secara kiyasan atau dengan 

berandai-andai atau juga dengan berpantun dan juga dengan cara bertanya 

jawab atau berbeda dengan cara kekeluargaan penuh dengan rasa saling 

menghormati. 

2. Sanksi adat yang diberikan jika barundiang tidak dijalankan dalam 

upacara adat pernikahan di Jorong Sawah Parik ditinjau dari hukum Islam 

a. Sanksi bagi pasangan yang tidak menjalankan tradisi barundiang 

dalam pernikahannya adalah tidak memiliki gelar adat dan dikucilkan 

dalam pergaulan adat masyarakat Jorong Sawah Parik, membayar  

denda yang harus dibayarkan oleh pasangan yang melanggar 

berdasarkan aturan adat Jorong Sawah Parik berupa 10 sak semen 

ataupun uang senilai Rp. 600.000 , 1 emas sampai 10 emas atau jika 

diuangkan sebanyak Rp. 2.000.000 sampai Rp. 20.000.000 dan 

dibayarkan kepada ninik mamak yang ada di Jorong Sawah Parik. 

b. Menurut tinjauan hukum Islam mengenai tradisi barundiang 

diperbolehkan karena tradisi tersebut termasuk dalam kategori „urf 

yang dapat dikategorikan sebagai „urf saḥīḥ yakni sesuatu yang telah 

saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil 
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syara‟ juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak 

membatalkan yang wajib. „urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu 

hukum syara‟ apabila memenuhi syarat-syarat yakni„Urf itu berlaku 

secara umum. Artinya „urf itu mayoritas berlaku dalam kasus yang 

terjadi di masyarakat sehingga hal tersebut dianut oleh 

masyarakat,„Urf itu telah memasyarakat ketika ada persoalan yang 

akan di tetapkan hukumnya itu muncul Artinya „urf itu sebagai 

sandaran maka „urf itu sudah ada terlebih dulu sebelum munculnya 

kasus yang akan ditetapkan hukumnya, dan„Urf itu tidak bertentangan 

dengan yang diungkapkan secara jelas dalam bermusyawarah. Tradisi 

barundiang di Jorong Sawah Parik dapat dikategorikan sebagai salah 

satu hukum yang diakui oleh syariat Islam, dikarenakan sudah 

memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai urf yang sah. 

Menurut hukum islam dalam menentukan segala seuatu harus melalui 

musyawarah mufakat. Oleh karena itu rasulullah SAW menganjurkan 

kita untuk saling bermusyawarah untuk menghargai dan mnghormati 

pendapat orang lain,karena dari sanalah timbul rasa kasih sayang, 

saling menghormati, serta rasa saling tolong menolong dalam 

kebaikan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat 

beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, diantaranya: 
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1. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti dan 

menganalisa tradisi Barundiang dalam upacara adat Pernikahan di Jorong 

Sawah Parik lebih jauh dan perlu dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti, 

dosen ataupun peminat kajian adat Minangkabau dengan menggunakan 

metode dan tinjauan dari berbagai keilmuan, terutama pada kajian yang 

menggunakan pendekatan budaya (multikultural) dan sebagainya. 

2. Diharapkan bagi masyarakat Jorong Sawah Parik perlu untuk 

mempertahankan nilai-nilai aturan adat yang sudah berlaku dan disepakati 

secara bersama. dan kepada kaum muda Jorong Sawah Parik dapat 

melestarikan tradisi barundiang yang merupakan budaya Minangkabau, 

agar tradisi barundiang ini tidak hilang untuk masa yang akan datang.  

3. Pemerintah atau orang adat kanagarian dapat lebih memperhatikan lagi 

dan melakukan perubahan kurikulum pembelajaran untuk menambahkan 

lagi mata pelajaran budaya alam Minangkabau (BAM) agar generasi 

berikutnya tetap dapat mengenal kembali budaya Minangkabau. 
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RIWAYAT HIDUP 
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